
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan
keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan
produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang
sehat, perlu mengatur tarif layanan atas barang atau
jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Bidang
Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan pada
Kementerian Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan
Pasa19 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang
Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan pada
Kementerian Kesehatan;
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Pasal3
(1) Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a terdiri atas tarif:
a. layanan inspeksi preventif perawatan

(maintenance) ;

Pasal2
Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
atas:
a. tarif layanan utama; dan
b. tarif layanan penunjang.

Pasal1
Tarif layanan Badan Layanan Umum Bidang Pengamanan
Alat dan Fasilitas Kesehatan pada Kementerian Kesehatan
merupakan imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan
yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Bidang
Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan pada Kementerian
Kesehatan kepada pengguna layanan.

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF
LAYANANBADANLAYANANUMUMBIDANGPENGAMANAN
ALATDAN FASILITASKESEHATANPADAKEMENTERIAN
KESEHATAN.

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana te1ah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan
Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1031) sebagaimana te1ah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 977);
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Pasa14
Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b terdiri atas tarif:
a. penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan,

saran a olahraga, saran a wisata edukasi, dan sarana
kesenian;

b. penggunaan peralatan dan mesin;
c. penggunaan laboratorium;
d. penggunaan sarana transportasi;
e. penggunaan keahlian sumber daya manusia;
f. pelatihan, seminar, workshop, 10kakarya , dan

konsultansi;
g. percetakan, penerbitan, publikasi, dan penyiaran;
h. kekayaan inte1ektual; dan
1. penjualan produk lainnya.

b. layanan kalibrasi alat ukur standar;
c. layanan uji produk;
d. layanan dosimetri;
e. layanan inspeksi sarana dan prasarana;
f. layanan pengujian kalibrasi alat kesehatan;
g. layanan proteksi radiasiy uji kesesuaian/kalibrasi

alat ukur sinar-X;
h. layanan sertifikasi Standar Nasional Indonesia alat

kesehatan;
1. layanan uji banding;
J. layanan uji profisiensi atau interkomparasi; dan
k. layanan bimbingan teknis.

(2) Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Penetapan tarif layanan utama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)minimal mempertimbangkan:
a. kompleksitas layanan;
b. kebutuhan bahan atau peralatan pengujian;
c. jerus pengguna;
d. biaya operasional;
e. tarif kompetitor;
f. lokasi pengujian;
g. jenis layanan; darr/ atau
h. durasi pemberian layanan.

(4) Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk layanan yang dilakukan di luar wilayah
Badan Layanan Umum Bidang Pengamanan Alat dan
Fasilitas Kesehatan pada Kementerian Kesehatan atau
melebihi standar waktu layanan yang ditetapkan tidak
termasuk biaya transportasi dan/ atau akomodasi.

(5) Biaya transportasi dan/ atau akomodasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pengguna
layanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

(6) Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibagi berdasarkan penetapan zona.

(7) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
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Pasall0
Tarif kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf h memperhitungkan nilai ekonomis.

Pasa19
Tarif percetakan, penerbitan, publikasi, dan penyiaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g
memperhitungkan biaya per unit layanan, minimal berupa:
a. pendampingan instruktur I tenaga ahli;
b. bahan habis pakai;
c. peralatan;
d. akomodasi; dan/ atau
e. transportasi.

Pasa18
Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan tarif
pelatihan, seminar, workshop, lokakarya, dan konsultansi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f,
memperhitungkan biaya per unit layanan, minimal berupa:
a. tenaga kerja darr/ atau tenaga ahli;
b. bahan habis pakai;
c. peralatan;
d. akomodasi; dan/ atau
e. transportasi.

Pasa17
Tarif penggunaan saran a transportasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya
per unit layanan, minimal berupa:
a. bahan bakar;
b. penyusutan alat transportasi;
c. jumlah dan jenis alat transportasi;
d. tenaga kerja; darr/ atau
e. harga pasar.

Pasa16
Tarif penggunaan laboratorium sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit
layanan, minimal berupa:
a. bahan pengujian;
b. bahan habis pakai;
c. alat laboratorium; dan/ atau
d. pendampingan instruktur Ztenaga ahli.

Pasa15
Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan,
sarana olahraga, sarana wisata edukasi, dan sarana
kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 huruf a dan
tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya
per unit layanan, minimal berupa:
a. durasi/jangka waktu pemakaian;
b. pemilihan waktu, fasilitas; dan / atau
c. harga pasar setempat.
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Pasal16
(1) Terhadap pengguna layanan tertentu dan Zatau

kegiatan tertentu dapat dikenakan tariflayanan sampai

Pasal15
Terhadap pengguna layanan yang terdiri atas:
a. perusahaan asing;
b. warga negara asing; dan
c. pengguna layanan yang menginginkan layanan dengan

durasi layanan lebih cepat dari durasi layanan normal,
dikenakan tarif paling rendah 110% (seratus sepuluh
persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasa12.

Pasal14
(1) Tarif jasa layanan di bidang pengamanan alat dan

fasilitas kesehatan kepada pengguna layanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan tarif
layanan pemanfaatan aset, kerja sarna manajemen,
darr/ atau kerja sarna lainnya dengan pihak lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan
dalam kontrak kerja sarna antara Pemimpin Badan
Layanan Umum Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas
Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dan pihak lain.

(2) Kontrak kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasal13
Badan Layanan Umum Bidang Pengamanan Alat dan
Fasilitas Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dapat
melakukan pemanfaatan aset, kerja sarna manajemen,
darr/ atau kerja sarna lainnya dengan pihak lain untuk
meningkatkan layanan barang dan/ atau jasa di bidang
pengamanan alat dan fasilitas kesehatan melalui kontrak
kerja sarna.

Pasal 12
Badan Layanan Umum Bidang Pengamanan Alat dan
Fasilitas Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dapat
memberikan jasa layanan di bidang pengamanan alat dan
fasilitas kesehatan kepada pengguna layanan berdasarkan
kebutuhan dari pengguna layanan melalui kontrak kerja
sarna.

Pasal 11
(1) Tarif penjualan produk lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf i ditetapkan sebesar harga pokok
produksi ditambah margin atau memperhatikan harga
pasar.

(2) Harga pokok produksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan
oleh Badan Layanan Umum Bidang Pengamanan Alat
dan Fasilitas Kesehatan pada Kementerian Kesehatan
untuk menghasilkan produk.
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Pasa120
(1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Bidang

Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan pada
Kementerian Kesehatan yang menerapkan pengelolaan
keuangan badan layanan umum setelah berlakunya
Peraturan Menteri ini mengacu pada tarif dalam
Peraturan Menteri ini.

Pasal19
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perjanjian
dan Zatau kontrak kerja sarna antara Badan Layanan Umum
Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan pada
Kementerian Kesehatan dan pihak pengguna layanan
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap
berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dan/ atau
kontrak kerja sarna.

Pasal18
Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif layanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 14, Pasal 15,
Pasal 16, dan Pasal 17 ditetapkan oleh Pemimpin Badan
Layanan Umum Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas
Kesehatan pada Kementerian Kesehatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal17
(1) Badan Layanan Umum Bidang Pengamanan Alat dan

Fasilitas Kesehatan pada Kementerian Kesehatan dapat
memberikan tarif layanan dalam bentuk paket
dan Zatau kombinasi beberapa layanan.

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikenakan lebih rendah dari tarif layanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

dengan RpO,OO (nol rupiah) dari tarif layanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Pengguna layanan tertentu dan/ atau kegiatan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. industri mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
b. pengguna layanan yang terdampak kondisi kahar;
c. penanganan kejadian luar biasa;
d. layanan untuk daerah terpencil, tertinggal, terluar,

dan bermasalah kesehatan;
e. pelaksanaan penugasan dari pemerintah untuk

kegiatan yang bersifat strategis;
f. layanan untuk mendukung pos pelayanan

kesehatan haji; dan
g. kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial.

(3) Pemberian tarif layanan sampai dengan RpO,OO(no1
rupiah) sebagaimana dimaksud pada. ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi
keuangan Badan Layanan Umum Bidang Pengamanan
Alat dan Fasilitas Kesehatan pada Kementerian
Kesehatan.
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Pasal21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

(2) Tarif layanan Badan Layanan Umum Bidang
Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan pada
Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur penetapan
tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengelolaan badan layanan umum.

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mulai berlaku setelah penetapan zona oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (7).
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Oktober 2024 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 18 Oktober 2024 

PLT. DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 ttd. 
ASEP N. MULYANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 766 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Biro Umum 

u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian 

Ditandatangani secara elektronik 
PURNOMO 
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Layanan Satuan
Tarif (Rp)

Zona I Zona II Zona III

A. Inspeksi Preventif Perawatan Per Unit 560.000,00 s.d. 630.000,00 s.d. 700.000,00 s.d.
(Maintenance) 3.262.000,00 3.625.000,00 3.987.000,00

B. Kalibrasi Alat Ukur Standar

1. Kalibrasi Alat Ukur Standar ::; Per Unit 400.000,00 s.d. 450.000,00 s.d. 500.000,00 s.d.
2 parameter 1.080.000,00 1.200.000,00 1.320.000,00

2. Kalibrasi Alat Ukur Standar > Per Unit 960.000,00 s.d. 1.080.000,00 s.d. 1.200.000,00 s.d.
2 parameter 5.850.000,00 6.500.000,00 7.150.000,00

C. Uji Produk

1. Uji Kinerja Esensial Alat Per Unit 480.000,00 s.d. 540.000,00 s.d. 600.000,00 s.d.
Kesehatan 3.330.000,00 3.700.000,00 4.070.000,00

2. Uji Keselamatan Dasar Alat Per Unit 2.400.000,00 s.d. 2.700.000,00 s.d. 3.000.000,00 s.d.
Kesehatan 3.600.000,00 4.100.000,00 4.510.000,00

TARIF LAYANANUTAMABADANLAYANANUMUM BIDANG PENGAMANANALATDAN FASILITASKESEHATAN
PADAKEMENTERIANKESEHATAN

LAMPIRAN
PERATURANMENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN2024
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG
PENGAMANANALAT DAN FASILITAS KESEHATAN PADA
KEMENTERIANKESEHATAN
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Layanan Satuan
Tarif (Rp)

Zona I Zona II Zona III

3. Uji Imuniti atau Per Unit 6.000.000,00 s.d. 8.550.000,00 s.d. 9.500.000,00 s.d.
Electromagnetic Compability 7.600.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00
(EMC)6 Parameter

D. Dosimetri

1. Pengujian Pemantauan Dosis Per Unit 80.000,00 s.d. 90.000,00 s.d. 100.000,00 s.d.

Personal 225.000,00 250.000,00 275.000,00

2. Kalibrasi Alat Ukur Radiasi Per Unit 240.000,00 s.d. 270.000,00 s.d. 300.000,00 s.d.
495.000,00 550.000,00 605.000,00

3. Kalibrasi Keluaran Radioterapi Per Energi 1.120.000,00 s.d. 1.260.000,00 s.d. 1.400.000,00 s.d.
4.860.000,00 5.400.000,00 5.940.000,00

E. Inspeksi Sarana dan Prasarana

1. Listrik Medis Per 480.000,00 s.d. 540.000,00 s.d. 600.000,00 s.d.
Pengujian 2.610.000,00 2.900.000,00 3.190.000,00

2. Gas Medis Per 1.120.000,00 s.d. 1.260.000,00 s.d. 1.400.000,00 s.d.
Pengujian 5.940.000,00 6.600.000,00 7.260.000,00

3. Tata Udara Per 2.000.000,00 s.d. 2.250.000,00 s.d. 2.500.000,00 s.d.
Pengujian 5.220.000,00 5.800.000,00 6.380.000,00

F. Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan Per Unit 148.000,00 s.d. 167.000,00 s.d. 186.000,00 s.d.
1.057.000,00 1.175.000,00 1.292.000,00

G. Proteksi RadiasijUji Kesesuaianj Per 1.248.000,00 s.d. 1.404.000,00 s.d. 1.561.000,00 s.d.
Kalibrasi Alat Ukur Sinar-X Pengujianj 5.670.000,00 6.300.000,00 6.930.000,00

Ruanganj
Parameter
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MENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIA,
ttd.
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Layanan Satuan
Tarif (Rp)

Zona I Zona II Zona III

H. Sertifikasi Standar Nasional Per Unit 12.800.000,00 s.d. 14.400.000,00 s.d. 16.000.000,00 s.d.
Indonesia Alat Kesehatan 31.500.000,00 35.000.000,00 38.500.000,00

1. Uji Banding Per Unit 1.815.000,00 s.d. 2.042.000,00 s.d. 2.269.000,00 s.d.
5.591.000,00 6.213.000,00 6.834.000,00

J. Uji Profisiensi atau Interkomparasi Per Unit 1.622.000,00 s.d. 1.825.000,00 s.d. 2.028.000,00 s.d.
5.373.000,00 5.971.000,00 6.568.000,00

K. Bimbingan Teknis

1. Praktik Kerja Lapangan/ Per Orang 80.000,00 s.d. 90.000,00 s.d. 100.000,00 s.d.
Magang/ Kunjungan 720.000,00 800.000,00 880.000,00

2. Uji Kompetensi/ Pelatihan Per Orang/ 880.000,00 s.d. 990.000,00 s.d. 1.100.000,00 s.d.
Kegiatan 4.680.000,00 5.200.000,00 5.720.000,00
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Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Biro Umum 

u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian 

Ditandatangani secara elektronik 
PURNOMO 
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